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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN
Nomor 242/Pdt.P/2019/PA.Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama Donggala  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara

tertentu pada tingkat pertama  dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan

penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan

oleh :

Irwan bin Aziz Rajalolo, tempat dan tanggal lahir Labuan, 20 Juli 1985,

agama Islam, pekerjaan buruh lepas, Pendidikan Sekolah

Dasar,  tempat  kediaman  di  Desa  Labuan  Kecamatan

Labuan Kabupaten Donggala, sebagai  Pemohon I 

Suldiana  binti  Syarifuddin,  tempat  dan  tanggal  lahir  Palopo,  17

Februari 1988, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,

Pendidikan  Sekolah  Lanjutan  Tingkat  Pertama,  tempat

kediaman di Desa Labuan Kecamatan Labuan Kabupaten

Donggala, sebagai  Pemohon II;   

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan  Para  Pemohon dan para  saksi di  muka

sidang; 

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 April 2019

telah  mengajukan  permohonan  Pengesahan  Perkawinan/Istbat  Nikah  yang

telah  terdaftar  di  kepaniteraan  Pengadilan  Agama Donggala  dengan Nomor

242/Pdt.P/2019/PA.Dgl dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut : 
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1. Bahwa  pada  01-09-2010,  para Pemohon  melangsungkan  pernikahan

menurut  agama  Islam  di  wilayah  Desa Labuan  di Rumah  Kecamatan 

 Labuan Kabupaten Donggala  Provinsi  Sulawesi  Tengah;

2. Bahwa  pada  saat  pernikahan  tersebut  Pemohon  I  berstatus  perjaka 

 dalam  usia25tahun  Dan  Pemohon  II  berstatus  perawan  dalam  usia

23tahun  Pernikahan  dilangsungkan   Dengan  wali  nikah  bernama :

Lakarama  dan  dihadiri  saksi  Nikah  lebih  dari  dua  orang   diantaranya

masing-masing  bernama  : Marlan dan arisman. Dengan mas kawin  Berupa

seperangkat alat sholat;

3. Bahwa  antara   para  Pemohon    tidak  ada  pertalian   kerabat  semenda 

 dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk

melangsungkan pernikahan baik  menurut  ketentuan hukum Islam maupun

peraturan perundangang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa  setelah  Pernikahan  para  pemohon   hidup  rukun  sebagaimana 

 layaknya  suami   istri  dan dikaruniai anak  : Andika, Annisa, Aulia, Azzahra,

Gumpita;

5. Bahwa  selama  pernikahan  tersebut   tidak  ada  pihak  ketiga  yang 

 mengganggu  gugat  Pernikahan para  pemohon  tersebut  dan selama  itu 

 pula  para  pemohon  tetap  beragama islam

6. Bahwa   sampai  sekarang  para  pemohon  tidak  mempunyai  kutipan 

 akta  nikah  karena  P3N  Labuan  tidak  mencatatkan  perkawinan  Para

Pemohon,  sementara  saat  ini  Para  Pemohon  membutuhkan  akta  nikah

tersebut untuk kepastian hukum dan mengurus kepentiangan hukum lainnya;

7. Bahwa  Para  Pemohon  mengajukan   permohonan  ini  kepada  Majelis 

 Hakim  untuk   menetapkan  sahnya  perkawinan  antara  pemohon  I 

 dengan  pemohon  II  yang  terjadi pada 01-09-2010;

8. Pemohon  bersedia  membayar   biaya   perkara  sesuai  dengan 

 ketentuan Yang berlaku;
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 Berdasarkan   hal-hal   tersebut  di  atas,  Para  Pemohon  mohon agar  Ketua

Pengadilan Agama Donggala memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya

menjatuhkan  penetapan  yang  amarnya  berbunyi  sebagai  berikut  : 

PRIMAIR  :

1. Mengabulkan  Pemohon  I  dan  Pemohon  II;

2. Menetapkan sah  pernikahan  Pemohon  I  dengan  Pemohon  II  yang

dilangsungkan pada tanggal 16 Juli  2009 di  Kecamatan Labuan Kabupaten

Donggala Provinsi Sulawesi Tengah;

3. Menetapkan   biaya  perkara  menurut  hukum  yang  berlaku. 

 SUBSIDER :

Apabila Pengadilan Agama Donggala c.q. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon

penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari  dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I

dan  Pemohon  II  telah  hadir  sendiri,  dan  Hakim  telah  memberikan  nasehat

terkait permohonan isbat yang diajukan mereka sesuai dengan hukum Islam,

akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonan

mereka;

Bahwa  selanjutnya  Hakim  telah  membacakan  surat  permohonan

Pemohon  I  dan  Pemohon  II  yang  isinya  tetap  dipertahankan  oleh  Para

Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemhon II telah

mengajukan bukti-bukti  berupa:

A.---------------------------------------------------------------------------------------------------

Surat :
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1.----------------------------------------------------------------------------------------------

Asli  Surat  Keterangan  Domisili  atas  nama  Irwan dengan  Nomor  :

34/471.13/I/2019,  yang  dikeluarkan  oleh  Kepala  Desa  Labuan

Kecamatan  Labuan  Kabupaten  Donggala,  Provinsi  Sulawesi  Tengah

bertanggal  9  Januari  2019,  dan  Asli  Surat  Keterangan  Domisili  atas

nama  Suldiana dengan  Nomor  :  35/471.13/I/2019,  yang  dikeluarkan

oleh  Kepala  Desa  Labuan  Kecamatan  Labuan  Kabupaten  Donggala,

Provinsi Sulawesi Tengah bertanggal 9 Januari 2019, telah bermeterai

cukup, (P.1);

B.---------------------------------------------------------------------------------------------------

Saksi:

1. Asnudan  bin  Muhammad,  umur  54  tahun,  agama  Islam,

pendidikan  MAN,  pekerjaan  wiraswasta,  tempat  tinggal  di  Kelurahan

Labuan Kecamatan  Labuan Kabupaten  Donggala,  di  bawah  sumpah

memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa  saksi  kenal  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  Karena  saksi

sepupu Pemohon I;

- Bahwa mereka menikah secara Islam pada tanggal 1 September

2010, di  rumah orang  tua Pemohon II,  di  Desa Labuan  di wilayah

hukum  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Labuan,  Kabupaten

Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah;

- Bahwa  setahu  saksi,  pada  saat  menikah,  Pemohon  I  berstatus

perjaka dalam usia  25  tahun,  dan  Pemohon  II  berstatus  perawan

dalam usia 23 tahun;

- Bahwa pernikahan mereka dilangsungkan dengan wali nikah paman

Kandung Pemohon II yang bernama  Lakarama  dengan dihadiri saksi

nikah  bernama  Marlan  dan  Arisman  dengan  mas  kawin  berupa

seperangkat alat sholat;
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- Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II  tidak

ada hubungan nasab, pertalian sesusuan, atau perkawinan dan tidak

ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;

- Bahwa setahu saksi, setelah menikah,  Pemohon I dan Pemohon II

hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan  telah  dikaruniai   2

orang anak;

- Bahwa  selama pernikahan  tersebut  tidak  ada  pihak  ketiga  yang

mengganggu gugat  pernikahan Pemohon I  dan Pemohon II  tersebut

dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam

ataupun bercerai;

- Bahwa setahu saksi, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat

nikah karena butuh Buku Nikah,  untuk  Kepastian  hukum dan untuk

kepentingan  hukum  lainnya karena  sampai  sekarang  mereka  tidak

mempunyai kutipan akta nikah;

2. Yusran  bin  Haddad,  umur  45 tahun,  agama  Islam,  pendidikan

SMP,  pekerjaan  tani,  tempat  tinggal  di  Desa  Labuan  Salambone

Kecamatan  Labuan  Kabupaten  Donggala,  di  bawah  sumpah

memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa  saksi  kenal  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  Karena  saksi

sepupu Pemohon I;

- Bahwa mereka menikah secara Islam pada tanggal 1 September

2010, di  rumah orang  tua Pemohon II,  di  Desa Labuan  di wilayah

hukum  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Labuan,  Kabupaten

Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah;

- Bahwa  setahu  saksi,  pada  saat  menikah,  Pemohon  I  berstatus

perjaka dalam usia  25  tahun,  dan  Pemohon  II  berstatus  perawan

dalam usia 23 tahun;

- Bahwa pernikahan mereka dilangsungkan dengan wali nikah paman

Kandung Pemohon II yang bernama  Lakarama  dengan dihadiri saksi
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nikah  bernama  Marlan  dan  Arisman  dengan  mas  kawin  berupa

seperangkat alat sholat;

- Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II  tidak

ada hubungan nasab, pertalian sesusuan, atau perkawinan dan tidak

ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;

- Bahwa setahu saksi, setelah menikah,  Pemohon I dan Pemohon II

hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan  telah  dikaruniai   2

orang anak;

- Bahwa  selama pernikahan  tersebut  tidak  ada  pihak  ketiga  yang

mengganggu gugat  pernikahan Pemohon I  dan Pemohon II  tersebut

dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam

ataupun bercerai;

- Bahwa setahu saksi, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat

nikah karena butuh Buku Nikah,  untuk  Kepastian  hukum dan untuk

kepentingan  hukum  lainnya karena  sampai  sekarang  mereka  tidak

mempunyai kutipan akta nikah;

Bahwa  Pemohon telah  menyampaikan  kesimpulan  yang  isinya

sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat

dalam  berita  acara  sidang  merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari

penetapan ini; 

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan tujuan  permohonan  Pemohon I  dan

Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I  dan Pemohon II  pada pokoknya telah

mendalilkan bahwa  Pemohon I  dan Pemohon II  menikah secara Islam pada

pada  tanggal  ! September 2010, para Pemohon  melangsungkan  pernikahan

menurut agama Islam di rumah, di wilayah Desa Labuan Lumbubaka Kecamatan

Labuan Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah. Pada saat pernikahan
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tersebut Pemohon I berstatus perjaka dalam usia   25 tahun Dan  Pemohon  II 

 berstatus perawan dalam usia 23 tahun. Pernikahan dilangsungkan dengan wali

nikah  bernama  Lakarama dan  dihadiri  saksi  nikah  lebih  dari  dua  orang,

diantaranya  Marlan  dan  Arisman  dengan mas kawin berupa seperangkat alat

sholat.  Antara  Para  Pemohon  tidak  ada  pertalian  kerabat  sementara  dan

pertalian sesusuan  serta  memenuhi  syarat  dan  tidak  ada  larangan  untuk

melangsungkan  pernikahan  baik  menurut  ketentuan  hukum  Islam  maupun

peraturanperudangan-undangan  yang  berlaku.  Setelah  pernikahan,  Para

Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2

orang  anak..  Selama   pernikahan  tersebut   tidak  ada  pihak  ketiga  yang 

 mengganggu  gugat Pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para

Pemohon  tetap  beragama  Islam.  Sampai  sekarang  Para  Pemohon  tidak

mempunyai  kutipan  akta  nikah,  karena  P3N  Labuan  tidak  mencatatkan

perkawinan Para Pemohon, semenda saat ini Para Pemohon membutuhkan Akta

Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan mengurus kepentingan hukum lainnya.

Dengan dasar alasan-alasan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan

isbat nikah;

Menimbang,  bahwa  untuk  menguatkan  dalil  posita  tentang  kedudukan

hukum Para Pemohon,  Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa P.1

fotokopi  Kartu  Tanda  Penduduk  atas  nama  Pemohon  I  dan  II,  yang  telah

bermeterai cukup, adalah akta otentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285

R.Bg  juncto Pasal  1870 KUH Perdata,  bukti   tersebut  mempunyai  kekuatan

pembuktian yang sempurna dan cukup. Dengan demikian Para Pemohon patut

dinyatakan memiliki legal standing dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Pemohon I dan Pemohon II

yang menyatakan bahwa sewaktu menikah, Pemohon II berstatus perjaka dan

perawan, Pemohon I dan II telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi

yang telah  memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat

(1) R.Bg serta keterangan saksi saksi Para Pemohon mengenai fakta tersebut

dilihat sendiri dan  didengar sendiri serta  dialami sendiri  dan relevan dengan

dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena keterangan saksi

tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal
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308  R.Bg,  maka  dalil  Pemonon  I  dan  II  yang  menyatakan  bahwa  sewaktu

menikah, Pemohon II berstatus  perjaka dan  perawan patut dinyatakan telah

terbukti;

Menimbang,  bahwa  tentang  dalil  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  yang

menyatakan  telah  menikah  sebagaimana  tersebut  dalam  dalil-dalil  mereka,

telah dikuatkan oleh keterangan 2 orang saksi  yang telah  memenuhi  syarat

formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan keterangan saksi

saksi  Para  Pemohon  mengenai  fakta  tersebut  dilihat  sendiri  dan  didengar

sendiri  serta  dialami sendiri  dan relevan dengan dalil  yang harus dibuktikan

oleh Para Pemohon, oleh karena keterangan saksi tersebut telah memenuhi

syarat  materiil  sebagaimana  telah  diatur  dalam Pasal  308 R.Bg,  maka  dalil

Pemonon I dan II yang menyatakan telah menikah pada tanggal 1 September

2010 dengan wali nikah paman kandung Pemohon II yang bernama Lakarama,

dengan dihadiri saksi nikah bernama  Marlan dan  Arisman  dengan mas kawin

berupa seperangkat alat sholat, dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan

mengenai  sah tidaknya  pernikahan yang  dilaksanakan  oleh  Pemohon I  dan

Pemohon  II  menurut  syariat  Islam.  Dalam  hal  ini  Majelis  Hakim  akan

menguraikannya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum

Islam, rukun perkawinan harus ada : a. Calon suami, b. calon istri, c. wali nilah,

d.  Dua  orang  saksi,  e.  Ijab  dan  kabul.  Dalam  kasus  ini,  Majelis  Hakim

memberikan pertimbangan sebagai berikut; 

Menimbang,  bahwa tentang rukun calon mempelai,  berdasarkan bukti

P.1,  yang  dikuatkan  pula  oleh  keterangan  2  orang  saksi,  calon  mempelai

sewaktu  melangsungkan  pernikahan  telah  berumur  dewasa  karena  telah

berusia 23 tahun atau lebih dari 16 tahun bagi Pemohon II, dan telah berumur

25  tahun atau  lebih  dari  19  bagi  Pemohon  I  sehingga   telah  memenuhi

ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 15 dan 16

Kompilasi  Hukum IsIam dan juga tidak ada halangan untuk menikah sesuai

dengan ketentuan Pasal 8, 9, dan 10 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo
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Pasal 18, 39-44 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian rukun nikah tentang

calon  suami  dan  calon  isteri  telah  memenuhi  syarat  yang  ditentukan  oleh

agama Islam dan peraturan perundangan-undangn yang berlaku;

Menimbang, bahwa tentang rukun wali  nikah, berdasarkan keterangan

para saksi bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan

wali  nikah  paman  kandung  Pemohon  II  bernama  Lakarama  dan  tidak  ada

keterangan  saksi  yang  menyatakan  bahwa  wali  Pemohon  II  ada  halangan

sebagai  wali  nikah,  maka  dengan  demikian  rukun  adanya  wali  dalam

pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang rukun dua orang saksi, sebagaimana telah

didalilkan oleh Para Pemohon bahwa pernikahannya dihadiri lebih dari 2 orang

dan 2 orang saksi  yang bernama  Marlan  dan  Arisman  dan menurut  kedua

saksi  yang  hadir  di  depan  sidang,  telah  memberikan  keterangan  di  bawah

sumpah  bahwa  saksi-saksi  tersebut  telah  hadir  dalam  dalam  pernikahan

Pemohon  I  dan  Pemohon  II  dan  bertindak  sebagai  saksi  nikah,  dan  dari

identitas para saksi  tidak ada cacat.  Dengan demikian,  perkawinan tersebut

telah memenuhi rukun 2 orang saksi; 

Menimbang, bahwa tentang adanya ijab dan qobul, seuai dengan dalil

permohonan Para Pemohon bahwa ijab telah diucapkan oleh wali Pemohon II

dan  qobul  diucapkan  sendiri  oleh  Pemohon  I  telah  dikuatkan  oleh  bukti

keterangan 2 orang saksi yang saling menguatkan, oleh karena itu ijab qobul

tersebut juga telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain telah memenuhi rukun akad nikah, ternyata

pernikahan  antara  Pemohon  I  dengan  Pemohon  II  juga  telah  memenuhi

kewajiban dalam akad nikah yakni membayar mahar, yakni Pemohon I telah

membayar  mahar berupa seperangkat alat sholat  (vide dalil permohonan Para

Pemohon yang  dikuatkan  oleh  keterangan  2  orang  saksi,  dengan  demikian

pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, telah memenuhi

ketentuan dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

atas, maka perkawinan yang dilaksanakan oleh Pemohon I  dan Pemohon II
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telah sesuai dengan syari'at Islam dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 2

ayat  (1)  Undang-Undang  No.  1  tahun  1974 jo  Pasal  10  ayat  (2)  Peraturan

Pemerintah No. 9 tahun 1975 serta  Pasal 14 s/d 19 Kompilasi Hukum Islam,

sehingga patut untuk disahkan;

Menimbang, bahwa  berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan tersebut

diatas, maka permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan berdasar atas

hukum,  oleh  karena itu permohonan  Para Pemohon dapat dikabulkan karena

telah memenuhi maksud Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974  Pasal 2 jo.

Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 7  ayat (3)  huruf (e) KHI  dan sesuai

pula dengan dokrin Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab I’anatut Tholibin

Juz 4 halaman 254 yang berbunyi: 

ذكرصحته      امراة علي بنكاح الدعوي وفي

عدول       شاهدين و نحوولي من شروطه و
Artinya : “Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita,

harus  dapat  menyebutkan  tentang  sahnya  pernikahan  dahulu  dan

syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil”;

dan dalam Kitab Tuhfah IV : 132 :

بالنكاح    العاقلة اقرارالبالغة ويقبل
rtinya : “Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang aqil baligh”.

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka

sesuai  dengan ketentuan Pasal  89 ayat  (1) Undang-undang Nomot 7 Tahun

1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah

dengan  Undang-undang  Nomor  50  tahun  2009,  biaya  yang  timbul  dalam

perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II; 

Mengingat,  semua  pasal  dalam  peraturan  perundang-undangan  dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; 

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
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2. Menetapkan  sah  pernikahan  Pemohon  I  (Irwan  bin  Aziz  Rajalolo)

dengan Pemohon II (Suldiana binti Syarifuddin) yang dilangsungkan pada

tanggal 1 September 201, di Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala;

3. Membebankan  kepada  Pemohon  I  dan  Pemohon II  untuk  membayar

biaya perkara sejumlah Rp 96.000,00 ( Sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian  penetapan  ini  dijatuhkan  oleh  Hakim  Tunggal  Pengadilan

Agama Donggala yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 25 April 2019

Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Sya’ban 1440 Hijriah, oleh kami Drs. H.

Karmin, M.H.  sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam

sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut

dengan dibantu oleh  Hj. Sitti Rabiyah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta

dihadiri oleh Para  Pemohon; 

Ketua Majelis,

Drs. H. Karmin, M.H.
Panitera Pengganti,

Hj. Sitti Rabiyah, S.H.I.

Perincian biaya :

  1.  Pendaftaran  Rp      30.000,00 
   2.  Proses  Rp      50.000,00 
  3.  Redaksi  Rp      10.000,00 
  4.  Meterai  Rp        6.000,00 

    Jumlah Rp      96.000,00
    ( sembilan puluh enam ribu rupiah ) 
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